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PJ GUBERNUR ASN: HARUS NETRAL DI PILKADA SULTRA 2024, HASIL 
RAKORNIS BAWASLU 

 
Sumber gambar: https://sultra.antaranews.com/berita/470039/pj-gubernur-asn-harus-netral-di-pilkada-

sultra-2024-hasil-rakornis-bawaslu 

 

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, 

menghadiri Koordinasi Nasional yang digagas oleh Bawaslu RI dalam rangka Kesiapan 

Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang 

berlangsung di Econvention Ancol, Jakarta, Selasa. 

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam pengantarnya Ia 

menekankan pentingnya pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada serentak 

mendatang. Bagja menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki peran penting untuk 

memastikan ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. 

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, saat dikonfirmasi media, Selasa,   

mengungkapkan bahwa pemerintah daerah siap menindaklanjuti hasil Koordinasi 

Nasional sehingga ASN di Sultra Netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. 

“Seluruh ASN harus netral di Pilkada Sultra 2024!Kami telah melakukan berbagai 

langkah untuk memastikan Pilkada di Sultra berjalan dengan jujur, aman, dan demokratis. 

ASN yang terbukti melanggar netralitas berdasarkan rekomendasi pihak terkait akan 

diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. 

Selain itu, Ia juga mengungkapkan data bahwa pelanggaran netralitas ASN 

cenderung akan meningkat. "Sebut saja, pada Pilkada 2020 di 170 wilayah, terjadi 1.010 

pelanggaran. Potensi pelanggaran akan semakin tinggi pada Pilkada 2024," ungkapnya. 
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Menurutnya kerawanan dalam Pilkada ada di 3 titik, yakni, tahap pendaftaran, 

kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. "Tiga titik ini yang perlu 

menjadi perhatian kita bersama karena potensi terjadinya pelanggaran cukup tinggi," 

ujarnya. 

Narasumber lain, Tenaga Ahli Mendagri, Suhajar Diantoro sampaikan bahwa 

netralitas ASN adalah fondasi penting untuk menjaga keadilan dalam Pilkada. Deputi 

Bidang SDM Aparatur, Aba Subagja, menekankan penting untuk menerapkan prinsip 

netralitas dalam sistem merit. Ia menegaskan bahwa seleksi, rekrutmen, dan promosi 

ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pertimbangan 

politik. 

Plt. Ketua BKN, Haryomo Dwi Putranto, selanjutnya menjelaskan bahwa 

pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN dilakukan secara 

terintegrasi oleh lima kementerian/lembaga, yaitu BKN, Bawaslu, Kemen PAN-RB, 

KASN, dan Kemendagri. 

Anggota Bawaslu, Puadi, pada kesempatanya, memaparkan beberapa faktor yang 

menyebabkan pelanggaran netralitas ASN masih marak, termasuk loyalitas ASN kepada 

atasan dan godaan promosi jabatan. 

"Kami juga melihat, Pilkada sering menjadi alat tukar guling demi promosi 

jabatan atau bahkan akibat tekanan yang terlalu kuat terhadap ASN. Semua ini harus 

diwaspadai," ujar Puadi. 

Selain itu, Puadi menegaskan bahwa ASN harus lebih berhati-hati dalam 

menggunakan media sosial karena aktivitas sepele seperti _like, comment_, dan _share_ 

dapat menjadi bukti pelanggaran. 

Kabareskrim Polri, yang diwakili Burkan Rudy Satria, menyampaikan bahwa 

salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi dalam setiap pemilihan adalah 

tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pilkada. 

Pj Gubernur Sultra  telah mengeluarkan sejumlah surat edaran terkait pencegahan 

pelanggaran netralitas ASN, di antaranya: 

• SE Gubernur Sultra No. 200.2.1/1743 Tahun 2024, tanggal 23 April 2024 tentang 

Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 

2024 di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

• Surat Pj. Gubernur Sultra No. 200.2.1/1842, tanggal 30 April 2024 tentang 

Penegasan Pelaksanaan SE Gubernur Sultra Nomor 200.2.1/1743. 

• SE Pj Gubernur Sultra No. 100.3.4.1/5 Tahun 2024 tentang Pengunduran Diri 

Penjabat Bupati/Walikota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di 

Sulawesi Tenggara. 

Kegiatan ini di akhiri dengan pengucapan deklarasi Kepala Daerah, menjaga 

netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang antara lain berisi: 
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1. ASN harus memastikan keputusan dan tindakan mereka tidak berpihak kepada 

calon atau pasangan calon. 

2. ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan. 

3. Pejabat pembina kepegawaian akan memberikan sanksi kepada ASN yang 

melanggar netralitas. 

4. Dugaan pelanggaran netralitas ASN harus dilaporkan kepada pengawas pemilu. 

5. Akan dilakukan sosialisasi dan dukungan terhadap pedoman netralitas ASN 

dalam pemilihan umum. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Narasumber yakni Tenaga Ahli Kemendagri, 

Suhajar Diantoro, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, Deputi Bidang SDM 

Aparatur Kemen PAN-RB, Aba Subagja, Anggota Bawaslu RI Bidang Penanganan 

Pelanggaran Data dan Informasi, Puadi, dan Kabareskrim yang diwakili Burkan Rudy 

Satria, para Kepala Daerah: Gubernur, Bupati/Walikota, dan Sekda Provinsi  

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sultra.antaranews.com/berita/470039/pj-gubernur-asn-harus-netral-di-

pilkada-sultra-2024-hasil-rakornis-bawaslu, “Pj Gubernur ASN: harus netral di 

Pilkada Sultra 2024, hasil Rakornis Bawaslu”, tanggal 18 September 2024; 

2. https://radarkendari.id/hasil-koordinasi-nasional-pj-gubernur-asn-harus-netral-di-

pilkada-sultra-2024/,  “Hasil Koordinasi Nasional, Pj Gubernur : ASN Harus Netral 

di Pilkada Sultra 2024”, tanggal 17 September 2024. 

 

Catatan: 

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pasal 2 Menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN 

berdasrkan pada asas: f. Netralitas”.  Lebih lanjut dijelaskan didalam Undang-

Undang tersebut bahwa yang dimaksud asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN 

tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada 

kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.  

• Netralitas ASN harus terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan dapat 

berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan 

caalon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintah. 

• Netralitas ASN diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, 

diantaranya: 

1. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps 

dan Kode Etik PNS Pasal 11 Huruf c yang menyatakan bahwa “Etika 

https://sultra.antaranews.com/berita/470039/pj-gubernur-asn-harus-netral-di-pilkada-sultra-2024-hasil-rakornis-bawaslu
https://sultra.antaranews.com/berita/470039/pj-gubernur-asn-harus-netral-di-pilkada-sultra-2024-hasil-rakornis-bawaslu
https://radarkendari.id/hasil-koordinasi-nasional-pj-gubernur-asn-harus-netral-di-pilkada-sultra-2024/
https://radarkendari.id/hasil-koordinasi-nasional-pj-gubernur-asn-harus-netral-di-pilkada-sultra-2024/


Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Usamah 4 

terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, 

kelompok ataupun golongan.” Maka PNS dilarang melakukan perbuatan 

yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang 

mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai 

politik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil Pasal 5 Huruf n yang menyatakan bahwa “PNS dilarang: n. 

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 

a. Ikut Kampanye; 

b. Menjadi peserta Kampenye dengan menggunakan atribut partai atau 

atribut PNS; 

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 

d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 

e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah 

masa kampanye; 

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 

g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 
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